




BUPATI BARITO TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/         /HUK/2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BARITO TIMUR 

BUPATI BARITO TIMUR,


	Menimbang
	:
	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur, maka untuk mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi diperlukan adanya Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Timur;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah ﻿(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 44);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun  2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);

9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 141);

10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 180);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);

	Memperhatikan
	:
	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.



	
MEMUTUSKAN :


	Menetapkan 
	:
	


	KESATU
	:
	Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat Peta Rencana SPBE sebagaimana  dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman wajib dalam menyusun perencanaan terkait program dan kegiatan yang bermuatan teknologi dan sistem elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

	KETIGA
	:
	Peta Rencana SPBE sebagaimana Diktum KESATU ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat direviu atau diubah pada paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

	KEEMPAT
	:
	Dokumen Peta Rencana SPBE menjabarkan tentang:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE;
f. Keamanan SPBE; dan
g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

	KELIMA
	:
	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kabupaten Barito Timur.


	KEENAM
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



	[bookmark: _GoBack][image: ]
	
	Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal                   2024


	
	                  Pj.
	Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan




Tembusan  :
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
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